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RINGKASAN 

 

Prosedur Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi  pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten 

Jember; Vega Dewi Yuliansari, 150903101007; 2018: 141 halaman; 

Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten 

Jember, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 13 April 2018. Tujuan 

Laporan Tugas Akhir adalah  untuk mengetahui dan memahami 

Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. Pajak 

yang dipungut atau dipotong pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah Pajak penghasilan 

Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan 23 dan Pajak 

Penghasilan 4 ayat 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) 

merupakan  pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 

21. penghasilan sehubungan dengan harta, dan imbalan jasa tertentu 

(tarif 2% dari jumlah bruto). 

Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan adalah salah 

satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan 

pajak kepada pihak ketiga. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut 

ini nantinya akan  menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam 

SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak 

yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, 

misalnya PPN dan Pajak Penghasilan 23 (kecuali bendaharawan). 

Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong 

membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


viii 
 

Pada  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Kabupaten Jember  sering mengadakan kegiatan rapat, pertemuan, 

dan acara resmi sehingga  melakukan  pengadaan  makanan dan  

minuman untuk disuguhkan ke para karyawan. Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten  Jember juga berkerja 

sama dengan beberapa CV.  jasa pengadaan Makanan dan minuman, 

Salah satunya yaitu bekerja sama dengan  katering CV. Taura yang 

beralamat di Pondok Bedadung Indah K No.15 Jember. Oleh karena 

itu, penulis memfokuskan Untuk Prosedur Perhitungan dan 

Pemotongan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Kabupaten Jember  telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Kemudian untuk Prosedur Penyetoran telah menggunakan  

sistem online yaitu e-billing. Sedangkan untuk Prosedur Pelaporan 

pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Jember sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan adanya 

Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan juga SPT Masa Pajak Penghasilan 

Pasal 23. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0909/UN25.1.2/SP/2018 

DIII Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas 

Jember) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang terdiri dari berbagai 

macam budaya, memiliki ribuan pulau dan sumber daya alam yang melimpah. 

Dengan adanya hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan 

perubahan di segala sektor untuk meningkatkan pendapatan negara dan 

membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah 

membutuhkan dana yang sangat besar dan dana itu berasal dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), dimana sebagian besar sumber dana tersebut merupakan penerimaan dari 

sektor pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan penting terhadap 

negara dalam hal penerimaan pajak. Pajak juga memiliki peranan penting dalam 

sektor pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar 

juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin 

kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan 

negara untuk membiayai pembangunan negara. 

Definisi pajak menurut Undang – undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan pemerintah untuk 

pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan 

rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan 

pajak dapat diarasakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, sarana dan prasarana umum. 

Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam 

penerimaan pajak. Demi mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah 
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melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor 

pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi 

perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat 

semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat 

dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan 

pelayanan prima kepada Wajib Pajak.  

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah cara yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang 

ditempatinya. Pada dasarnya terdapat tiga sistem atau cara yang dipergunakan 

untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang 

oleh sesorang yaitu Official Assessment, Self Assessment, dan Witholding System. 

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi pemungutan 

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Self Assessment adalah sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Sedangkan  Witholding System adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 

dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak (Resmi, 2016:10).  

Dilihat dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak 

telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assisment system 

menjadi self assesment system. Self assessment system sendiri diatur pada UU 

No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan dari official 

assessment sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan kepatuhan wajib 

pajak, maupun untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan 

pembangunan dari penerimaan dalam negeri. Pajak sendiri terbagi menjadi dua, 

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutnya 

adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutnya 
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adalah pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi 

dan pajak kabupaten atau kota (Wicaksono dan Pamungkas, 2017:82). 

Salah satu penerimaan pajak yaitu dari sektor Pajak Penghasilan. Pajak 

penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas 

penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau 

badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan 

sendiri meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak 

Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dari berbagai jenis pajak yang ada, pajak 

penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan masukan 

yang cukup besar bagi negara. 

 Pajak Penghasilan  Pasal 23 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya 

oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan,bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.  

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, kegiatan selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21 : meliputi deviden, royalti, hadiah, penghargaan dan 

bonus (tarif 15% dari jumlah bruto), dan sewa, penghasilan sehubungan dengan 

harta, dan imbalan jasa tertentu (tarif 2% dari jumlah bruto). Pemotongan dan 

pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang 

mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang 

dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah 

pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak 

atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umu 

berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, 
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misalnya PPN dan Pajak Penghasilan 23 (kecuali bendaharawan). Sedangkan 

pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan 

cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan Pasal 

21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang 

pengenaan pajak atas pengadaan makanan dan minuman oleh Bendahara 

pemerintah melalui pembelian langsung ke penyedia warung/rumah makan 

maupun penyedia jasa katering. Pengertian Jasa katering atau tata boga adalah 

jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk 

disajikan di tempat yang diinginkan oleh pemesan. Tidak termasuk pengertian 

jasa katering atau tata boga adalah penjualan makanan dan atau minuman 

dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk 

menjual makanan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun tidak 

langsung atau pesanan. Dari penjelasan tersebut maka pengadaan makanan dan 

minuman oleh bendahara pemerintah melalui pembelian langsung ke 

warung/rumah makan bukan termasuk dalam kriteria jasa katering atau tata boga, 

sedangkan yang termasuk jasa katering atau tata boga adalah apabila pengadaan 

makanan dan minuman melalui penyedia jasa katering atau tata boga (Badan atau 

Orang Pribadi). Bendahara mempunyai kewajiban memungut dan memotong serta 

menyetorkan pajak yang terutang dalam kegiatan pengadaan makanan dan 

minuman. 

Salah satu pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak atas  pengadaan makanan 

dan minuman. Salah satu instansi yang melakukan pemungutan pajak penghasilan 

pasal 23 atas pengadaan makanan dan minuman pada Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.    

Banyaknya kegiatan rapat, pertemuan, dan acara resmi lainnya  di kantor 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Jember 

sering melakukan pengadaan makanan dan minuman. Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sering berkerja sama 

dengan beberapa CV  jasa pengadaan Makanan dan minuman, Salah satunya yaitu 
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bekerja sama dengan  katering CV. Taura yang beralamat di Pondok Bedadung 

Indah K No.15 Jember. Hal ini dikarenakan  katering CV. Taura memiliki 

pelayanan yang baik, dan telah dipercaya untuk menangani urusan katering yang 

berhubungan dengan acara resmi, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Sumber Daya Air Jember menggunakan katering tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil 

judul dalam Laporan Tugas Akhir tentang “ Prosedur Perhitungan, 

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Pasal 23 

Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Kabupaten Jember”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah Laporan Tugas 

Akhir ini adalah : “Bagaimanakah Prosedur Perhitungan, Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pengadaan Konsumsi pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan  

Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan 

Pelaporan PPh Pasal 23 Pengadaan Konsumsi  pada Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember. 

 

1.3.2 Manfaat  

a. Bagi Mahasiswa  

1) Mendapatkan pengalaman kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan 

– kegiatan perpajakan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;  
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2) Memperdalam dan meningkatkan teori kuliah untuk diimplementasikan 

di dunia kerja khususnya di kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kabupaten jember . 

b. Bagi Universitas Jember 

1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dengan Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten 

Jember; 

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar 

mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Kabupaten Jember 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas 

Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun 

bersifat oganisasi; 

2) Dapat dijadikan bahan referensi dan kebijakan pengadministrasian 

Pajak Penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Prosedur 

Menurut Maryati (2008:43), Prosedur merupakan serangkaian dari tahapan-

tahapan atau urut-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar 

efisiensi perusahaan tercapai dengan baik. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5), 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. 

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah 

secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. (http://kbbi.co.id/arti-

kata/prosedur, diakses pada 25 April 2018). Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urut-

urutan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk 

pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.   

 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Definisi Pajak 

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan ke empat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut  

Sumarsan (2015:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturang-peraturan 

umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
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pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur – unsur : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

b. Berdasarkan undang – undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang - undang  serta 

aturan pelaksanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran Yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

2.2.2 Fungsi Pajak 

Terdapat  dua fungsi pajak (Mardiasmo, 2016 : 4),  yaitu : 

a. Fungsi Anggaran ( budgetair ) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 

b. Fungsi mengatur ( cregulurend ) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh :  

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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2.2.3 Asas Pengenaan Pajak 

Asas pengenaan pajak yang sering digunakan oleh negara (Hartati, 

2015:11), yaitu: 

a. Hukum (yuridis), yaitu jelas dan berdasarkan aturan atau undang-undang 

yang berlaku; 

b. Falsafah hukum, yaitu adil sesuai dengan teori daya pikul (ability to pay) 

yang dikemukakan Adam Smith atau disesuaikan dengan kemampuan 

Wajib Pajak; 

c. Ekonomis, yaitu tidak memberatkan Wajib Pajak; 

d. Finansial,yaitu memperhatikan efisiensi bahwa biaya pengenaan lebih 

rendah daripada hasil pengenaan pajak; 

e. Elastisitas, yaitu peka terhadap perubahan pendapatan yang terjadi. 

 

2.2.4  Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2016:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan, menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :  

1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain 

atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang ada pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa. 
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b. Menurut Sifat 

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan prbadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. 

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi 

Subjek Pajak ( wajib pajak ) maupun tempat tinggal. 

c. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Negara ( Pajak pusat ), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 

tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. 

 

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Tata cara pemungutan pajak menurut  Resmi ( 2016 : 8 ) terdapat  

tiga macam, yaitu : 

a. Stelsel Nyata ( Riil ) 

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi ( untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh 

karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhit tahun pajak, 

yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak 

diketahui. 

b. Stelsel Anggapan ( fiktif ) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang – undang. Sebagai contoh, penghasilan 

suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga 

pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang 

terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang 
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terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal 

tahun yang bersangkutan. 

c. Stelsel Campuran  

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi 

antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak 

dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya 

pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak 

berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut 

anggapan,Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika 

besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut 

anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali ( restitusi ) ataupun 

dikompensasikan pada tahun – tahun berikutnya, setelah diperhitungkan 

dengan utang pajak yang lain. 

 

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak  

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), yaitu : 

a. Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yan bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan 

yang berasal dalam maupun luar negeri. 

b. Asas Sumber 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap 

orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di 

Indonesia. 
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2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Resmi (2016:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Official Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. 

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada aparatur perpajakan ( peranan dominan pada aparatur perpajakan ). 

b.  Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang 

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang 

– undangan perpajakan, keputusan  presiden, dan peraturan lainnya untuk 

serta memotong  pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui 

sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 
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2.2.8 Tarif Pajak 

Ada empat macam tarif pajak menurut Mardiasmo ( 2016 : 11 ), yaitu : 

a. Tarif Sebanding / Proposional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang tetap. 

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapun adalah Rp. 3.000,00. 

c. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

Contoh : pasal 17 undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri. 

d. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 

Berikut adalah pengertian NPWP dan fungsi NPWP (Mardiasmo, 2016:12), 

yaitu : 

a. Pengertian 

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib 

pajak sebagai sarana dalam adminitrasi perpajakan yang digunakan sebagai 

tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya.  
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b. Fungsi NPWP 

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan adminitrasi perpajakan.  

 

2.3 Pajak Penghasilan ( PPh ) 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang – undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang – undang  No. 36 tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan, definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari 

indonesia maupun dari luar indonesia,yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

Sedangkan Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016 : 163), pengenaan 

Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai 

apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima 

atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – undang PPh disebut Wajib 

Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir 

dalam tahun pajak. 

 

2.3.2  Subjek Pajak  

Yang menjadi Subjek Pajak menurut pasal 2 Undang – Undang Nomor 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, adalah : 

a. Orang pribadi ; 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak ; 
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c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

 

2.3.3 Tidak termasuk Subjek Pajak 

Yang tidak termasuk subjek pajak menurut  pasal 3 Undang – Undang 

Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu : 

a. Kantor perwakilan negara asing ; 

b. Pejabat- pejabat  perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat 

lain dari negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

c. Organisasi Internasional, dengan syarat : 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang danannya berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan Organisasi Internasional, dengan syarat : 

1) Bukan warga negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 
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2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Objek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 Undang – undang Nomor 36 

tahun 2008 adalah Penghasilan yaitu berasal dari Indonesia maupun dari luar 

indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun 

termasuk: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang – undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan , dan penghargaan 

c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang ; 

g. Deviden, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas; 
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p. Tambahan kekayaan netoyang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;  dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

2.3.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan  

Bukan Objek Pajak Penghasilan menurut pasal 3 Undang – Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu : 

a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia , yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 

berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah ; dan 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 

mikro dan kecil, yang ketentuaannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

perkejaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang 

bersangkutan; 

c. Warisan; 

d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyetoran modal; 

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh buka Wajib 
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Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

menggunakan norma penghitungan khusus ( deemed profit) ; 

f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usahayang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan deviden paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor ; 

h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang dipendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

i. Penghasilan modal ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud 

pada angka 7, dalam bidang – bidang tertentu ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan; 

j. Bagaian laba yng diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian dari laba dari badan pasangan usaha yang didirikan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha 

tersebut : 

1) Merupakan  perusahaan mikro, kecil, menengah,atau menjalankan 

kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
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2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia; 

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuaannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau  bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, 

yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan 

pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan; dan  

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23  

Pajak penghasilan pasal 23 menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 

2008 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain  yang ditelah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan 

atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak 

badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan luar negeri lainnya. 
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2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Undang – undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak – pihak yang 

membayarkan penghasilan, terdiri atas : 

a. Badan pemerintah ; 

b. Subjek pajak dalam negeri ; 

c. Penyelenggara kegiatan ; 

d. Bentuk usaha tetap; 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri; 

f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri mendapat penujukan dari 

Direktur Jendral Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, 

meliputi : 

1) Aktuaris, arsitek, notaris, dokter, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang 

melakukan pekerjaan bebas; 

2) Orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan 

pembukuan. 

 

2.4.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

penghasilan, objek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, meliputi : 

a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi ; 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang ; 

c. Royalti; 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21; 
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e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan/atau bangunan;dan 

f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lainselain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 

 

2.4.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23   

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu : 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank ; 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi; 

c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan laba usaha milik 

daerah yng menerima deviden, kepemilikan saham pasa badan yang 

memberikan deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan 

deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal 

yang disetor; 

(a)   Deviden yang diterima oleh orang pribadi ; 

(b) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang 

unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 

(c)   Sisa hasil usaha kopersi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

  anggotanya; 
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(d) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas 

jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.4.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat 2 (dua) dasar pemotongan,  

yaitu : 

a. Dari jumlah bruto, untuk penghasian berupa : 

1) Deviden; 

2) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang; 

3) Royalti; 

4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 21. 

b. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa: 

1) Sewa dan penghasilan sehubungan penggunaan harta, kecuali sewa tanah 

dan/atau bangunan; dan 

2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan dan jasa selain yang telah dipotong pajak 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. 

 

2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Tarif pemotongan dalam Undang – undang sebelumnya dikenal hanya satu 

tarif untuk PPh  Pasal 23 yaitu sebesar 15% dan dikenai adanya penghasilan 

Netto,yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif 

PPh Pasal 23 baru diatur mengenai tarif  2 baru yaitu 15% (lima belas persen) 

dan 2% (dua persen) yang dihitung langsung dari jumlah Bruto adalah : 

a. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas deviden, royaolty, hadiah, 

penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 

21; 
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b. Tarif  2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa 

teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. 

 

2.4.7 Saat terutang PPh Pasal 23 

Menurut Pohan (2014:314), mengenai saat terutang PPh pasal 23 ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010. Saat terutangnya PPh pasal 

23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan 

(seperti:deviden) dan jatuh tempo (seperti : royalti, imbalan jasa teknik dan jasa 

manajemen atau jasa lainnya). 

 

2.5 Surat Setoran Pajak (SSP) 

Menurut Resmi (2016:32) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Formulir SSP dibuat 

dalam rankap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut : 

a. Lembar ke–1 : untuk arsip Wajib Pajak; 

b. Lembar ke-2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 

c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan 

Pajak ; 

d. Lembar ke–4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran. 

 Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat rangkap 5 (lima) dengan 

peruntukkan lembar ke – 5 untuk arsip Wajib Pajak atau pihak lain sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2016:35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 
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Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang. 

Menurut Mardiasmo (2016:36), Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam Masa Pajak 

atau pada suatu saat; 

b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu 

Tahun Pajak. 

 

2.7 Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 

Menurut Pohan (2014:314), tata cara pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut: 

a. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

1) Pemotong pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 23 

kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh 

pasal 23, karena bukti ini akan bisa dipergunakan sebagai kredit pajak 

bagi pihak penerima untuk diperhitungkan dengan PPh/Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang terutang di SPT Tahunan; 

2) Berdasarkan bukti pemotongan tersebut oleh pemotong dibuatkan Daftar 

Bukti Pemotongan PPh pasal 23 yang selanjutnya sebagai bahan untuk 

dilampirkan pada saat pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.  

b. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23  

1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Kas Negara via Bank 

Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media penyetoran 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana adminitrasi lain 
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yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode 

akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 401; 

2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

c. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23  

1) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak 

dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa 

Pajak berakhir; 

2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur 

termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan 

pada hari kerja berikutnya. 

 

2.8 Akuntansi Pajak   

2.8.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Menurut Supriyanto (2011:2-3) Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu 

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencacatan, pengikhtisaran 

suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan 

keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut 

pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin 

negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara 

langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu transaksi keuangan kaitannya 

dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan 

fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan tang terkait berbagai 

dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

 

2.8.2 Fungsi Akuntansi Pajak 

Menurut Mulyono (2006:7) Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data 

kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat 

perhitungan perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26 
 

Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yang selanjutnya agar relevan, dapat 

dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. 

 

2.8.3 Proses Akuntansi Pajak 

Proses akuntansi pajak tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti 

biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. 

Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dimulai dengan 

uang bukan dengan informasi non- keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat 

pada suatu jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur 

dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

dibuat secara bulanan atau tahunan (Supriyanto, 2011:5). 

 

2.8.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Lubis (2014:20), setiap pemotongan PPh Pasal 23 harus dibuatkan 

bukti pemotongan PPh pasal 23, kemudian PPh pasal 23 dibayar paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 23 dilaporkan paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 23, jika terlambat lapor maka 

akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00. 

Contoh pencacatan Akuntansi pajaknya, yaitu: 

a. Jurnal Akuntansi Pemotongan  

Beban Makan Minum   xxx 

 Utang PPh Pasal 23    xxx 

 Kas      xxx 

b. Jurnal Akuntansi Penyetoran 

Utang PPh 23    xxx   

 Kas       xxx 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN  

3.1    Tempat dan Waktu Kegiatan 

3.1.1 Tempat Kegiatan 

Tempat Laporan Tugas Akhir dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. 

Brawijaya No. 63 Jubung, Jember dan ditempatkan pada bagian Sub. Bagian 

Perencanaan. 

 

3.1.2  Waktu Kegiatan 

 Berdasarkan dengan surat tugas Nomor 0909/UN25.1.2/SP/2018, waktu 

pelaksanaan Laporan Tugas Akhir  dilaksanakan selama 30 hari terhitung mulai  

tanggal 26 Februari 2018 – 13 April 2018 sesuai dengan surat yang dikeluarkan 

oleh Fakultas. Adapun kegiatan dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan  

Hari Jam Kerja I Istirahat Jam Kerja II 

Senin – Kamis 07.30 – 12.00 12.00-13.00 13.00-15.00 

Jumat 08.00 – 11.30 11.30-13.00 13.00-15.00 

Sabtu Libur Libur Libur 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember 

(2018). 

 

3.2    Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada Pelaksanaan Kegiatan  dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis 

dengan judul “ Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan 

PPh Pasal 23  Pengadaan  Konsumsi  pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember “. Penulis ditempatkan dibagian Sub. 

Bagian Perencanaan 
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3.2.2  Pelaksanaan Kegiatan 

 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten  

Jember dilaksanakan pada tanggal  26 Februari - 13 April 2018  kegiatan setiap 

harinya dimulai pukul 07.30 WIB  dengan apel pagi. Adapun rincian kegiatan 

selama Laporan Tugas Akhir , yaitu : 

Tabel 3.2 Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Jember . 

No. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan / Penanggug 
jawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 26 Februari 2018 

Penanggung  jawab : 
Sub. Bagian Umum 

a. Diterima di Dinas 
Pekerjaan Umum Bina 

Marga dan Sumber 

Daya Air Jember; 
b. Penempatan dibagian 

Perencanaan; 

a. Melaksanakan Praktek 
Laporan Tugas Akhir; 

b. Mengetahui tugas -  

tugas bagian 
perencanaan 

2. Selasa, 27 Februari 2018 

Penanggung  jawab : 
Sub. Bagian Keuangan 

a. Input NTPN PPh pasal 
4 ayat 2; 

b. Diskusi tentang Pajak 

Penghasilan 23 
pengadaan konsumsi. 

 

a. Dapat mengetahui cara 

pengisian NTPN PPh 
pasal 4 ayat 2; 

b. Menambah 
pengetahuan lebih 

tentang Pajak 

Penghasilan 23 
pengadaan konsumsi 

3. Rabu, 28 Februari 2018 

Penanggung jawab: Sub. 
Bagian perencanaan 

 

Memasukkan data 

pegawai sebagai 
persyaratan LPPD 

(Laporan 

Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah)  

 

Dapat mengetahui 

tentang LPPD 
(Laporan 

Penyelenagaraan 
Pemerintah Daerah) 

 

4. Kamis, 29 Februari 2018 

Sub. Bagian Keuangan 

a. Input NTPN PPh 
Pasal 21 

b. Penjelasan mengenai 

Objek dan Subjek 

Pajak Penghasilan 
Pasal 23 

 

a. Mengetahui Cara 

Pengisian NTPN pasal 
21; 

b. Mengetahui lebih jelas 

tentang Objek dan 

Subjek Pajak 
Penghasilan Pasal 23 

yang ada di DPU dan 

SDA Jember. 
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(a) (b) (c) (d) 

5. Jumat, 02 Maret 2018 

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian Keuangan 

a. Input data Retribusi 

sewa tanah 

sempadan sungai 
Kabupaten Jember; 

b. Penjelasan mengenai 
tarif yang dikenakan 

pada Pajak 

Penghasilan Pasal 23 
tentang pengadaan 
konsumsi. 

a. Mengetahui cara 

pengisian Retribusi 

sewa tanah sempadan 
sungai; 

b. Mengetahui lebih jelas 
tarif yang dikenakan 

pada Pajak 

Penghasilan Pasal 23 
tentang pengadaan 
konsumsi. 

6. Senin, 05 Maret 2018 

Penanggung jawab: Sub. 
Bagian Perencanaan 

a. Input Input data 
RFK(Realisasi Fisik 
dan keuangan); 

b. Diskusi mengenai 

cara Perhitungan dan 

Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 

tentang Pengadaan 
Konsumsi. 

a. Mengetahui tentang 
data RFK (Realisasi 
Fisik dan keuangan); 

b. Mengetahui cara 

Perhitungan dan 

Pemotongan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 

tentang Pengadaan 
Konsumsi. 

 

7. Selasa, 06 Maret 2018 

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian Keuangan 

a. Konsultasi judul 
Laporan Tugas 

Akhir kepada 

Bendahara 
Keuangan;  

b. Konsultasi pajak 

yang  dipungut dan 

dipotong oleh Dinas 
Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 

a. Untuk menentukan 
judul yang diangkat 

untuk Laporan Tugas 

Akhir; 
b. Mengetahui pajak 

yang dipungut dan 

dipotong oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Sumber 

Daya Air. 

8. Rabu , 07 Maret  2018  

Penanggung Jawab : 

Sub. Bagian 
Perencanaan 

Memasukkan data 
kegiatan 

MUSRENBANG 

(Musyawarah 
Rencana 
Pembangunan ) 

Dapat mengetahui 
tentang kegiatan 

MUSRENBANG 

(Musyawarah 
Rencana 
Pembangunan ) 
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(a) (b) (c) (d) 

9. Kamis, 08 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Perencanaan 

Memasukkan data 

pekerjaan fisik 

perbidang di Dinas 
Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

Mengetahui 

pekerjaan fisik 

perbidang di Dinas 
Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

10. Jumat, 09 Maret 2018  

Penanggung Jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Input NTPN PPN 

masukkan 
menggunakan e-faktur 

Mengetahui cara 

pengisian NTPN 
PPN menggunakan 
e-faktur 

11. Senin, 12 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Koreksi rincian 
Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

pada Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

Dapat mengetahui 
tentang Rencana 

Kerja Anggaran 
(RKA) 

12. Selasa, 13 Maret 2018  

Penanggung jawab :  Sub. 
Bagian Perencanaan 

Memasukkan data 

kegiatan pekerjaan 

fisik dan non fisik di 
Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya  Air 
Kabupaten Jember 

Mengetahui data 

kegiatan fisik dan 
non fisik 

13. Rabu, 14 Maret 2018 

Penanggung jawab :  Sub. 
Bagian Perencanaan 

Koreksi  rincian 

Dokumen 
Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) pada 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air 
Kabupaten  Jember 

Mengetahui tentang 

Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) 

14. Kamis, 15 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Input NTPN PPh 
pasal 22 

 

Dapat mengetahui 

cara mengisi NTPN 
PPh pasal 22 

15. Jumat, 16 Maret 2018 

Penanggung jawab :  
Sub.Bagian Keuangan 

Input NTPN PPh 
pasal 23 

Dapat mengetahui 

cara mengisi NTPN  
PPh pasal 23 
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(a) (b) (c) (d) 

16. Senin, 19 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Pengisian SPT Masa 
1770 S 

Mengetahui cara 
pengisian SPT Masa 
1770 S  

17. Selasa, 20 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Pengisian SPT Masa 
1770 SS 

Mengetahui cara 

pengisian SPT Masa 
1770 SS  

 

18. Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

Menginput data 

untuk syarat 

kelengkapan 

pelaporan SPT Masa 
Pajak Penghasilan 

Pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

Dapat mengetahui 

persyaratan 

kelengkapan untuk 

pelaporan SPT Masa 
pajak penghasilan 

19.  Kamis, 22 Maret 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Keuangan 

a. Mendapat penjelasan 

tentang jenis pajak 

yang ada pada Dinas 
Pekerjaan Umum 

Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember; 

b. Penjelasan tentang  
jenis-jenis kegiatan 

yang dikenai Pajak 
penghasilan pasal 23. 

a. Mengetahui jenis 

pajak yang ada pada 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air 

kabupaten Jember; 
b. Menambah 

pengetahuan lebih 

dalam tentang jenis- 
jenis kegiatan yang  
pajak penghasilan 

pasal 23. 

20. Jumat, 23 Maret 2018  

Penanggung  jawab : Sub. 
Bagian Perencanaan 

a. Melanjutkan koreksi 
rincian Rencana 

Kerja Anggaran 
(RKA) 

b. Menginput 

perhitungan PPh 

Pasal 23 tentang 
pengadaan konsumsi 

c. Rekapitulasi 
perhitungan pesanan 
pengadaan konsumsi 

a. Dapat mengetahui 
tentang RKA 

(Rencana Kerja 
Anggaran) 

b. Mengetahui cara 

perhitungan PPh Pasal 

23 tentang pengadaan 
konsumsi 

c. Mengetahui cara 
rekapitulasi 

perhitungan PPh pasal 

23 tentang pengadaan 
konsumsi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

21. Senin, 26 Maret  2018  

Penanggung  jawab : Su. 
Bagian Perencanaan 

a. Melanjutkan koreksi 

rincian Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran 
(DPA); 

b. Diskusi cara 

Penyetoran Pajak 
Penghasilan Pasal 23 

tentang pengadaan 
konsumsi. 

a. Dapat mengetahui 

tentang DPA 

(Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran); 

b. Mengetahui cara 
Penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 

23 tentang 
pengadaan 
konsumsi. 

22. Selasa, 27 Maret 2018 

Penanggung Jawab : 
Sub. Bagian Keuangan 

Melanjutkan Input 
NTPN PPh pasal 22  

Mengetahui cara 
pengisian NTPN 
PPh pasal 22 

23. Rabu, 28 Maret 2018  

Penanggung Jawab Sub. 
Bagian Keuangan 

Melanjutkan Input 

NTPN PPh pasal 4 
ayat 2 

Mengetahui cara 

pengisian NTPN 
PPh pasal 4 ayat 2 

24. Kamis, 29 Maret 2018  

Penanggung Jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Melanjutkan Input 
NTPN PPh pasal 21 

Dapat mengetahui 
cara pengisian 
NTPN PPh pasal 21 

25. Jumat, 30 Maret 2018 Libur Libur 

26. Senin, 02 April 2018  

Penanggung Jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Input data Retribusi 

RUMIJA (Ruas Milik 
Jalan)  Jember 

Menambah 

pengetahuan tentang 

retribusi RUMIJA 
(Ruas Milik Jalan) 

27. Selasa, 03 April 2018  

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Input data PPN pasal 
21 

Mengetahui cara 

pengisian NTPN 
PPN pasal 21 dan 

PPN  yang 

dikenakan pada  
DPU Bina Marga   

dan Sumber Daya 

Air Kabupaten 
Jember 
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(a) (b) (c) (d) 

 

28. 

 

Rabu, 04 April 2018  

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

 

Input data PPN pasal 
22 

 

Mengetahui cara 

pengisian NTPN PPN 
pasal 22 dan PPN  

yang dikenakan pada 

Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 
dan Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

29. Kamis, 05 April 2018  

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Input data PPN pasal 
23 

Mengetahui cara 

pengisian NTPN PPN 

pasal 23 dan PPN  
yang dikenakan pada 

Dinas Pekerjaan 

Umum Bina Marga 

dan Sumber Daya Air 
Kabupaten Jember 

30. Jumat, 06 April 2018  

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Input data PPN pasal 4 
ayat 2 

Mengetahui cara 
pengisian NTPN PPN 

pasal 4 ayat 2 dan 

PPN  yang dikenakan 

pada Dinas Pekerjaan 
Umum Bina  Marga 

dan Sumber Daya Air 
Kabupaten  Jember   

31. Senin, 09 April 2018  

Penanggungg jawab : 
Sub. Bagian Keuangan 

Input NTPN PPh pasal 

23 

Dapat mengetahui 

cara pengisian NTPN 
PPh pasal 23 

32. Selasa, 10 April 2018 

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan 

Input data Retribusi 
sewa alat berat pada 

DPU Bina Marga dan 

Sumber Daya Air 
Jember 

Menambah 
pengetahuan  tentang 

retribusi sewa alat  
berat  

33. Rabu, 11 April 2018  

Penanggung jawab : 
Sub. Bagian keuangan  

 

a. Input data Retribusi 

AMP ( Asphalt Mixing 
Plain); 

b. Diskusi cara Pelaporan 

Pajak Penghasilan 
Pasal 23 tentang 
pengadaan konsumsi 

a. Menambah 

pengetahuan tentang 
AMP (Asphalt Mixing 
Plain); 

b. Mengetahui cara 
Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

tentang pengadaan 
konsumsi 
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Sumber : Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018). 

 

3.3    Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah 

jenis data kuantitatif. Data kuantitatif  menurut Sugiyono (2010:15) adalah jenis 

data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data 

kuantitatif  Laporan Tugas Akhir ini berupa angka – angka Perhitungan, 

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pada pengadaan konsumsi. 

 

3.3.2  Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir  ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

 

34. 

 

Kamis, 12 April 2018  

Penanggung jawab : Sub. 
Bagian Perencanaan 

 

Melanjutkan menginput 

data kegiatan 

MUSRENBANG 
(Musyawarah Rencana 
Pembangunan ) 

 

Mengetahui tentang 

data MUSRENBANG 

(Musyawarah 
Rencana 
Pembangunan) 

35. Jumat, 13 April  2018  Melengkapi data – data 

yang diperlukan untuk 

Laporan Praktek  Tugas 
Akhir; 

Lepas pisah peserta 

magang dengan pegawai 
Dinas  Pekerjaan Umum  

Bina Marga dan Sumber 
Daya Air Jember. 

 

Sebagai persyaratan 

data – data untuk 

Laporan Praktek 
Tugas Akhir. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


35 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari bendahara 

pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, diskusi, dan 

pengamatan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan makanan 

dan minuman. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa 

data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti 

artikel, internet, buku, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan makanan dan 

minuman. 

 3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

observasi sebelumnya dan refrensi yang berhubungan dengan Laporan 

Tugas Akhir. 

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi untuk mengetahui langsung keadaan yang ada dilapangan. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

bagian keuangan dan pajak serta bagian pengadaan atas makanan dan 

minuman khususnya dalam permasalahan mengenai PPh Pasal 23. Adapun 

narasumber yang diwawancara adalah sebagai berikut : 

a. Ibu Honi Listyawati selaku Bendahara Pengeluaran; 

b. Bapak Muhamad Syamsuri selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan.  
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir mengenai Prosedur 

Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan  Pasal 23 

Pengadaan Konsumsi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya 

Air Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008; 

b. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 melakukan pemotongan 

pajak atas pengadaan konsumsi dengan tarif 2% yang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Namun terdapat kekurangan yaitu 

tidak adanya Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23; 

c. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 telah menggunakan 

sistem online yaitu e-billing system sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

d. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah melakukan 

Pelaporan ini dibuktikan dengan adanya SPT Masa Pajak Penghasilan 

pasal 23 dan Bukti Penerimaan Surat sesuai dengan peraturan berlaku.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Laporan Tugas Akhir, 

Penulis memberikan saran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber 

Daya Air Jember sebagai berikut: 

a. Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perpajakan guna menghindari pelanggaran – pelanggaran dan selalu  mengikuti 

informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan Undang-Undang dan 

peraturan perpajakan; 

b. Untuk instansi lebih baik membuat  Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 

agar memiliki bukti bahwa telah melakukan pemotongan pajak dan rekapan 

pajak yang dikenai serta bukti potong ini akan berguna untuk CV. Taura dalam 

hal Pemberitahuan SPT tahunan PPh Badan. 
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Lampiran  28.  Bukti Penerimaan Negara 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


85 

 

 

Lampiran 29.  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 
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Lampiran 35. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Nama Narasumber   : Honi Listyawati, Amd 

Hari, tanggal    : Senin, 5 Maret 2018  

Jam     : 09.00-10.00 WIB 

Disusun jam    : 19.00-20.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Sub. Bagian Keuangan  

Topik Wawancara   : Data Prosedur Perhitungan dan Pemotongan Pajak 

Penghasilan 23 Pengadaan Konsumsi 

  

Pewawancara   : Assalamualaikum Bu, Selamat siang maaf mengganggu 

Narasumber   : Walaikumsalam. Selamat siang  juga 

Pewawancara   : Mohon maaf sebelumyan bu, saya ingin menanyakan 

beberapa hal terkait data-data Pajak Penghasilan Pasal 23 

yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Jember untuk bahan Laporan Tugas 

Akhir saya bu 

Narasumber   : Ya boleh silahkan. Data apa yang ditanyakan? 

Pewawancara   : Terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 pengadaan konsumsi 

untuk Perhitungan dan Pemotongannya seperti apa ya bu? 

Narasumber   : Untuk perhitungan sama pemotongan dari kantor sini yang 

melakukan Pemotongan dan menghitung pajaknya yang 

dikenai pada CV. Jasa catering sebagai pihak yang 

dipotong 

Pewawancara   : Untuk cara perhitungan dan pemotongannya bagaimana 

ya bu? 

Narasumber   : Caranya kalau untuk perhitungan pengadaan konsumsi ini 

dikenai tarif  2% dan untuk pemotongannya sendiri jumlah 

bruto dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 23 

Pewawancara   : iya bu. Jika berkenan saya boleh menggunakan data Pajak 

Penghasilan Pasal 23 pengadaan Konsumsi pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 

Jember sebagai bahan Laporan Tugas Akhir saya bu. 

Bagaimana bu? 

Narasumber   : iya boleh. Hari selasa saja ya. Saya carikan dulu data 

  tentang Perhitungan sama Pemotongannya 

Pewawancara   : Baik bu. Terimakasih. 
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Transkip Wawancara 

Nama Narasumber   : Honi Listyawati, Amd 

Hari, tanggal    : Rabu, 14 Maret 2018  

Jam     : 10.30-11.00 WIB 

Disusun Jam    : 20.00-20.30 WIB 

Tempat    : Sub. Bagian Keuangan 

Topik Wawancara   : Data Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Pengadaan Konsumsi  

 

Pewawancara   : Assalamualaikum bu. Maaf mengganggu. 

Narasumber   : Wa’alaikumsalam mbak. Ada apa? 

Pewawancara   : Begini bu ada yang ingin saya tanyakan mengenai cara 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pengadaan Konsumsi 

Narasumber   : Iya mbak. Untuk penyetoran sendiri disini sudah 

menggunakan sistem online yaitu menggunakan e-billing 

dan langsung disetorkan keBank Jatim Sedangkan untuk 

pelaporannya sendiri juga sama mbak mengisi SPT Masa 

PPh Pasal 23 lalu membuat bukti potong dan daftar bukti 

potong dan langsung dilaporkan ke KPP Pratama jember 

Pewawancara   : Berarti sudah sesuai dengan peraturan berlaku ya bu untuk 

prosedur penyetoran dan pelaporannya. Jadi untuk 

penyetoran dan pelaporan yang membuat siapa ya bu? 

Narasumber   : iya mbak. Untuk Penyetoran dan Pelaporannya Bendahara 

Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 

Sumber Daya Air Jember yang membuat. 

Pewawancara   : Untuk peraturan yang digunakan digunakan apa saja ya 

bu ? 

Narasumber   : kalau untuk peraturan silahkan dicek peraturan yang 

terbaru mbak.  

Pewawancara   : iya baik bu. Ibu jika boleh saya bisa meminta data-data 

tentang penyetoran dan pelaporan untuk bahan Laporan 

Tugas Akhir saya bu. 

Narasumber   : Iya boleh mbak. Ada lagi mbak yang ingin ditanyakan? 

Pewawancara   : sudah bu, terimakasih bu atas waktunya. 
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